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ABSTRAK

Penyetaraan jabatan merupakan salah satu upaya dalam proses penyederhanaan
birokrasi, dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis
dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk
mendukung Kkinerja pelayanan publik. Adapun rumusan masalah yang diangkat
adalah bagaimana proses penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional
pada BKPSDM Kota Banda Aceh dan bagaimana dampak pengalihan jabatan
administrasi ke jabatan Fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses penyetaraan jabatan pada
BKPSDM Kota Banda Aceh dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan
penyetaraan jabatan atau belum. Kemudian untuk mengetahui dampak yang
dirasakan oleh Pegawai/PNS penyetaraan maupun organisasi terkait peralihan
Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional. Metode penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa proses penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh telah sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17
Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Jabatan Fungsional.
Namun tidak mudah mengubah mindset Pejabat Struktural menjadi Pejabat
Fungsional dalam waktu singkat. Bahkan dimungkinkan terjadi jetlag, karena
sebelumnya berada pada zona nyaman (tidak ada kewajiban mengumpulkan angka
kredit). Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penyetaraan jabatan administrasi ke
jabatan fungsional memiliki beberapa dampak yang signifikan, baik dampak positif
maupun dampak negatif.

Kata Kunci: Penyetaraan, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyetaraan jabatan merupakan salah satu upaya dalam proses
penyederhanaan birokrasi, dengan pertimbangan untuk menciptakan birokrasi yang
lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi
untuk mendukung kinerja pelayanan publik. Pemerintah telah menancapkan
komitmennya dalam membangun sistem birokrasi yang progresif. Hal ini ditandai
dengan beberapa langkah strategis yang telah dicanangkan diantaranya melalui
sistem meritokrasi dan penyederhanaan birokrasi. Dua titik utama ini dianggap
menjadi unsur penting yang dapat mendeliver proses birokrasi yang cepat, efisien,
bersih dan melayani.

Kebijakan penyetaraan jabatan terdapat di dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pada pasal 350A (1)
menyatakan bahwa dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan
ke dalam jabatan fungsional dapat dilakukan penyetaraan jabatan. (2) penyetaraan
jabatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.”
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(PERMENPAN-RB) Nomor 17 Tahun 2021 tentang

D PP Nomor 17 tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil



Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.? Penyempurnaan
jabatan administratif ke jabatan fungsional adalah bagian dari proses
penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Namun, penerapannya menghadapi
beberapa tantangan dan hambatan, seperti perbedaan karakteristik jabatan
administratif dan jabatan fungsional, serta kewenangan yang tidak fleksibel dalam
jabatan fungsional.

Dalam proses pelaksanaannya, penyederhanaan birokrasi ini dilakukan
menjadi dua cara, yakni pertama dengan melakukan penyetaraan jabatan
administrator, pengawas dan pelaksana kedalam jabatan fungsional tertentu
yang sesuai dengan bidang tugas saat ini, hal ini tertuang di dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun
2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional,
sedangkan cara kedua melalui jalur inpassing atau perpindahan jabatan,
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing
individu yang ingin beralih jabatan menjadi pejabat fungsional. Proses
penyederhanaan birokrasi ini idealnya dilakukan dengan penataan Struktur
Organisasi dan Tata kerja (SOTK) terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan
dengan proses penyetaraan jabatan. Namun kedua proses ini tidak dapat
dilakukan secara paralel. karenakan penataan Struktur Organisasi dan Tata kerja

memerlukan proses dan waktu yang cenderung cukup lama.

2 PERMENPAN RB Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam
Jabatan Fungsional.



Penyederhanaan birokrasi tidak hanya dilaksanakan pada pemerintah pusat
namun juga pada pemerintah daerah, salah satunya pada Pemerintah Kota Banda
Aceh. Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Kota Banda Aceh saat
ini sudah sampai pada tahap pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional. Sekretaris Daerah (Sekda) Banda Aceh
melantik 270 pejabat eselon IV lingkungan Pemko Banda Aceh menjadi pejabat
fungsional. Pelantikan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021 di Aula
Lantai 1V, Gedung Mawardi Nurdin, Balai Kota Banda Aceh.®

Pelantikan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan juga
Permenpan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Birokrasi. Dengan
hadirnya Permenpan tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh wajib mengusulkan
Transformasi jabatan administrasi ke jabatan fungsional kepada Kemendagri.
Setelah di usulkan pada Tahun 2021 ini, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan
rekomendasi Nomor 800/8523/OTDA, tanggal 24 Desember 2021 Tentang
Persetujuan  Penyetaraan Jabatan di  Lingkungan Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, dimana dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota di Aceh,

salah satunya adalah rekomendasi untuk Pemerintah Kota Banda Aceh.?

% Bkpsdm Kota Banda Aceh, 270 Pejabat Struktural Pemko Banda Aceh Dilantik Jadi Pejabat
Fungsional. (bkpsdm.bandaacehkota.go.id) diakses pada situs:
https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/270-penjabat-struktural-pemko-banda-aceh-dilantik-jadi-
pejabat-fungsional/

4 Bkpsdm Kota Banda Aceh, 270 Pejabat Struktural Pemko Banda Aceh Dilantik Jadi Pejabat
Fungsional. (bkpsdm.bandaacehkota.go.id) diakses pada situs:
https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/270-penjabat-struktural-pemko-banda-aceh-dilantik-jadi-
pejabat-fungsional/



https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/270-penjabat-struktural-pemko-banda-aceh-dilantik-jadi-pejabat-fungsional/
https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/270-penjabat-struktural-pemko-banda-aceh-dilantik-jadi-pejabat-fungsional/
https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/270-penjabat-struktural-pemko-banda-aceh-dilantik-jadi-pejabat-fungsional/
https://bkpsdm.bandaacehkota.go.id/270-penjabat-struktural-pemko-banda-aceh-dilantik-jadi-pejabat-fungsional/

Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang mewajibkan adanya
pengalihan jabatan dari jabatan administrasi ke jabatan fungsional berpengaruh
pada sistem kerja dan Kinerja suatu organisasi. Hal ini karena jabatan fungsional
mengisyaratkan pelaksanaan tugas yang sesuai berdasarkan keahlian dan
keterampilan. Hal ini berarti bahwa setiap pejabat fungsional harus memiliki
keahlian dan keterampilan (kompetensi) terkait dengan penugasannya. Seorang
pejabat fungsional yang tidak memiliki kompetensi pada suatu bidang yang
ditugaskan cenderung kurang mampu melaksanakan tugas yang diberikan dengan
baik.

Berdasarkan hasil penelitian awal peneliti pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh, terdapat 10
orang pegawai/PNS yang mengalami pengalihan jabatan dari jabatan administrasi
ke jabatan fungsional. Peneliti menemukan sebuah kasus dimana pada praktiknya
ditemukan bahwa kebijakan teknis pelaksanaan peralihan jabatan administrasi ke
jabatan fungsional ini mengakibatkan para pejabat fungsional baru kebingungan
terhadap apa yang harus mereka kerjakan. Sebagian dari mereka ada yang merasa
kurang pengetahuan, keahlian atau keterampilan yang berkaitan dengan jabatan
yang baru mereka jalani.

Perbedaan dalam karakteristik antara jabatan administrasi dan jabatan
fungsional mengakibatkan perlunya penyesuaian dalam penyetaraan jabatan
tersebut. Terdapat perbedaan mendasar dalam sifat jabatan administrasi dan jabatan
fungsional. Dalam konteks jabatan administratif, paradigma hubungan antara

atasan dan bawahan. Di sisi lain, dalam jabatan fungsional tidak ada pola atasan



dan staf, melainkan kerja sama antar rekan kerja yang menjalankan tugas sesuai
dengan keahlian fungsional mereka, serta bertanggung jawab langsung kepada
atasan. Di dalam jabatan fungsional, penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian
individu dengan pengumpulan angka kredit sebagai bukti konkrit.

Dampak dari penyetaraan jabatan adalah perlunya pejabat yang mengalami
dampak untuk mengikuti sistem kerja berbasis kinerja perorangan sesuai dengan
jabatan fungsionalnya dengan bukti pengumpulan angka kredit.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana proses penyetaraan
jabatan administrasi ke jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh.

1.2 ldentifikasi

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah diatas, kajian ini difokuskan
untuk mengidentifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya:

1. Belum tuntasnya proses penyetaraan jabatan fungsional pada BKPSDM

Kota Banda Aceh.
2. Belum terlaksananya dampak pengalihan penyetaraan jabatan fungsonal
pada BKPSDM Kota Banda Aceh.
1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka diperoleh rumusan masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan

fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh?



1.4

1.5

2. Bagaimana dampak pengalihan jabatan administrasi ke jabatan

Fungsional pada BKPSDM Kota Banda Aceh?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis proses penyetaraan jabatan pada BKPSDM Kota
Banda Aceh dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan tujuan penyetaraan
jabatan atau belum.

2. Untuk menganalisis dampak terhadap kinerja Pegawai/PNS penyetaraan

terkait peralihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, diantaranya adalah

sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat
dalam pelaksanaan penyetaran jabatan adminstrasi menjadi jabatan

fungsional di BKPSDM Kota Banda Aceh.

b. Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
semua pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, antara lain:
1. Bagi pemerintah yaitu diharapkan memberikan dampak positif terhadap
peningkatan kinerja pelayanan pemerintah supaya lebih tangkas dan

responsif.



2. Bagi peneliti yaitu sebagai penambahan wawasan dan informasi terkait

penyetaraan jabatan adminstrasi ke jabatan fungsional.
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